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3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) 

Penelitian ini dapat dianggap sebagai recent issue (topik terkini) dikarenakan Undang-

undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan dalam kerangka untuk merepresentasikan rakyat di 

daerahnya dimana dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota 

menjaring aspirasi masyarakat. Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan 

peraturan daerah bersama kepala daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam 

pembahasan dan persetujuan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD), dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan 

daerah dan APBD. 
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5. Usulan Biaya: Mandiri 

6. Lokasi Penelitian: Kabupaten Banyuasin 

7. Instansi Lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan kontribusinya): - 

8. Temuan yang ditargetkan: 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara 

organisatoris disebutkan bahwa sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat 

daerah yang ada pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Selain sekretatriat DPRD 

sebagaimana telah disebutkan di atas, terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, 

dinas, badan, dan Kecamatan. Sekretariat DPRD dalam hal ini merupakan unsur 

pelayanan administrasi dan memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. 

Sekretariat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang 

bertanggung jawab kepada dua lembaga sekaligus yakni bupati/walikota dan pimpinan 

DPRD kabupaten/kota. Secara teknis operasional sekretaris DPRD berada di bawah dan 

bertangung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif sekretaris DPRD 

bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.  

 

9. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu: 

Penelitian ini adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi 

penguatan peranagkat daerah. Untuk itu, penelitian ini menjadi penting, karena hasilnya 

akan bermanfaat untuk mengembangkan teori maupun konsep terkait Hukum Tata 

Negara (secara teoretik), serta apa yang seharusnya dilakukan (secara praktik) terkait 

dengan Fungsi Sekretariat DPRD. 

 

10. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran: Sriwijaya Law Review 

 

 

 

 

 

 

 



A. Latar Belakang 

Keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat dalam system ketatanegaraan di Indonesia 

tidak dapat terlepas dari pemilihan umum. Hal ini merupakan konsekuensi logis dianutnya 

prinsip kedaulatan rakyat dimana dasar filosofis dari proses demokrasi ini adalah peran aktif 

setiap warga negara dalam proses politik sesuai amanat konstitusi untuk membentuk 

lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD.1 Sebagaimana diakui, bahwa badan 

legislative di Indonesia memiliki system dua kamar atau yang disebut dengan sistem 

bikameral. System ini berlaku ketika di dalam dewan legislatif memiliki dua institusi 

terpisah yakni Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan Senat.2 

Berbedahalnya dengan di Amerika Serikat dimana senat merupakan perwakilan dari negara-

negara bagian yang masing-masing negara bagiannya diwakili oleh dua orang senator,3 di 

Indonesia senat berganti nama menjadi Dewan Perwakilan Daerah yang anggotanya 

merupakan perwakilan dari seluruh elemen masyarakat di daerah. Dari tiga puluh tiga 

provinsi di Indonesia, masing-masing provinsi diwakili oleh empat orang anggota DPD 

tanpa melihat besar kecilnya provinsi tersebut.4  

Pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar antara DPR dan DPD di 

Indonesia dan House of Representatives dan Senate dalam konteks Amerika Serikat. 

Sepertihalnya kewenangan untuk mengesahkan undang-undang yang menjadi milik Senat 

Amerika serikat sedangkan House of Representatives hanya membuat rancangannya saja.5 

Hal ini tentu berbeda dengan di Indonesia yang kewenangan DPR lebih besar daripada DPD. 

Di Indonesia DPR memiliki kewenangan untuk mengesahkan undang-undang. Namun 

deminkian dalam penulisan ini tidak akan dijelaskan lebih jauh kedua konsep tersebut oleh 

karena fokus pokok bahasan yang akan penulis kaji. 

 
 1 Dahlan Thaib, “DPRD dan Otonomi Daerah (Kajian dari Sudut Pandang HTN)”, Millah, 

Vol. 1, No.1 Agustus 2001, hlm. 80-85. 
2 L. M. Barlin (Ed.), House of Representatives Practice, (Canberra: Australian 

Government Publishing Service, 1997), Pg. 33. 
3 Popular Election of Senators, Seventeenth Amendment, Pg. 2287, 

https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf, diakses tanggal 28 

Februari 2019. 
4 Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di 

Indonesia,” dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 1, Juni 2014, hlm. 176. 
5 R. Guntir Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, dan Ratna Herawati, 

“Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika 

Serikat,” Diponegoro Law Journal, Vol. 5 Nomor 3 Tahun 2016, hlm. 20. 

https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf


Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah6 menyatakan bahwa 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah 

yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi 

legislasi, anggaran dan pengawasan dalam kerangka untuk merepresentasikan rakyat di 

daerahnya dimana dalam rangka melaksanakan fungsinya, DPRD kabupaten/kota menjaring 

aspirasi masyarakat.7 Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan peraturan daerah 

bersama kepala daerah, fungsi anggaran diwujudkan dalam pembahasan dan persetujuan 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan fungsi pengawasan 

diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.8 

Selain itu, dalam undang–undang yang lain juga diatur ketentuan tentang Sekretariat DPRD 

baik DPRD tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota yakni dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(UUMD3). Meskipun undang-undang ini telah dirubah sebanyak dua kali yakni melalui 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, namun 

perubahan ini bersifat addendum, yakni hanya dilakukan secara tambal sulam pada pasal 

tertentu saja sedangkan pasal yang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku. Dalam undang-

undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, maka dibentuk sekretariat DPRD 

kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan 

daerah kabupaten/kota.9 

Turunan dari ketentuan tersebut kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara organisatoris disebutkan bahwa 

sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada pada tingkat provinsi 

dan kabupaten/kota. Selain sekretatriat DPRD sebagaimana telah disebutkan di atas, 

 
 6 Undang-Undang ini telah diubah beberapa kali dimana terakhir dengan Undang-undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kadua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Namun demikian perubahan undang-undang ini bersifat addendum. 
7 Pasal 149, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 365 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). 
8 Bryan Rizky Immanuel Rindengan, Femmy Tulusan, Joorie Ruru, “Peranan Sekretariat 

DPRD Dalam Mendukung Fungsi DPRD (Studi di Skretariat DPRD Kota Tomohon)” Jurnal 

Adminisrtras Publik, Vol 4 No. 32 2015. 
9 Pasal 420, UUMD3. 



terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan. Sekretariat 

DPRD dalam hal ini merupakan unsur pelayanan administrasi dan memberikan dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD pada tingkat kabupaten/kota dipimpin 

oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada dua lembaga sekaligus yakni 

bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Secara teknis operasional sekretaris 

DPRD berada di bawah dan bertangung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara 

administratif sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris 

daerah.  

Ketika dilihat secara mendalam pada dasarnya kedudukan sekretaris DPRD selain berada di 

bawah Pimpinan PDRD, akan tetapi juga ia berada di bawah eksekutuf. Hal ini membuat 

sekretaris DPRD berdiri pada pada dua kaki yang berbeda. Pada ranah teori memang 

persoalan ini seolah telah selesai, namun pada ranah praksis apakah seperti itu? 

Sepertihalnya dalam UUMD3 bahwa susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun demikian, pada ranah praksisnya tidak jarang 

ditemukan struktur organisasi ini dibuat oleh bupati atau walikota. Contohnya di Kabupaten 

Banyasin, Sumatera Selatan, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang 

Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Hal yang seharusnya diatur di dalam peraturan 

daerah akan tetepi pada kenyataannya diatur melalui keputusan eksekutif. 

 

B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka permasalahan hukum yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah bagaimana posisi sekretariat DPRD yang diatur melalui produk 

eksekutif seperti peraturan gubernur dan peraturan bupati merupakan tindakan yang tepat 

dan solusi apa yang dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan tersebut dalam konteks 

Indonesia yang lebih luas?  

 

C. Tujuan Khusus 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diangkat, maka tujuan khusus 

dari usulan penelitian ini adalah menemukan, mendeskripsikan, termasuk menganalisis 

serta mengevaluasi perkembangan ketatanegaraan Indonesia terkini khususnya Dewan 



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan fungsi Kesekretarian DPRD melalui pendekatan 

yuridis normatif dengan tujuan mengkaji hukum, dalam arti menghimpun, memaparkan, 

mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum tersebut. 

 

D. Urgensi (Keutamaan) Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan tujuan khusus penelitian di atas, maka urgensi (keutamaan) 

penelitian ini sangat penting dan perlu untuk dilaksanakan karena: 

1. Undang–undang yang mengatur ketentuan tentang Sekretariat DPRD baik DPRD 

tingkat provinsi maupun DPRD tingkat kabupaten/kota yakni Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2014, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3). 

Meskipun undang-undang ini telah dirubah sebanyak dua kali yakni melalui Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, namun 

perubahan ini bersifat addendum, yakni hanya dilakukan secara tambal sulam pada 

pasal tertentu saja sedangkan pasal yang tidak dilakukan perubahan tetap berlaku.  

2. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendukung 

kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, maka dibentuk 

sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan 

dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 

3. Turunan dari ketentuan tersebut kemudian dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang secara organisatoris disebutkan bahwa 

sekretariat DPRD merupakan bagian dari perangkat daerah yang ada pada tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota. Selain sekretariat DPRD sebagaimana telah disebutkan di 

atas, terdapat juga sekretariat daerah, inspektorat, dinas, badan, dan Kecamatan. 

Sekretariat DPRD dalam hal ini merupakan unsur pelayanan administrasi dan 

memberikan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD pada 

tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh sekretaris yang bertanggung jawab kepada dua 

lembaga sekaligus yakni bupati/walikota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Secara 

teknis operasional sekretaris DPRD berada di bawah dan bertangung jawab kepada 

pimpinan DPRD dan secara administratif sekretaris DPRD bertanggung jawab kepada 

bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 



4. Penelitian ini adalah suatu proses untuk memperkuat dan membangun strategi antisipasi 

dampak keragaman dan perubahan iklim serta melaksanakannya sehingga mampu 

mengurangi dampak negatif dan mengambil manfaat positifnya; 

5. Dilihat dari sisi manfaat, penelitian ini menjadi penting, karena hasilnya akan 

bermanfaat untuk mengembangkan teori maupun konsep terkait hukum ketatanegaraan 

(secara teoretik), serta apa yang seharusnya dilakukan (secara praktik) terkait dengan 

DPRD dan  fungsi Sekretariat DPRD.  

 

E. Rencana Target Capaian Tahunan 

 

Tabel 1. Rencana Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran Indikator Capaian 

TS0 TS1 TS2 

1.  Publikasi Ilmiah X   

2.  Pemakalah dalam Temu Ilmiah X   

3.  Invited speaker dalam temu ilmiah    

4.  Visiting lecturer    

5.  Hak kekayaan intelektual (HAKI)    

6.  Teknologi tepat guna    

7.  Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial    

8.  Buku ajar (ISBN)    

9.  Tingkat kesiapan teknologi (TKT)    

 

 

F. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota 

Struktur organisasi secara umum menggambarkan kerangka hubungan antara fungsi, bagian, 

atau posisi. Selain itu juga yang paling penting dalam struktur organisasi ini adalah wadah 

untuk menjalankan wewenang, tanggungjawab, dan sistem pelaporan yang memberikan 



stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap berjalan. Oleh karena itu, 

struktur organisasi ini secara langsung menunjukan hierarki organisasi.10 

Osborne and Plastrik mengemukakan bahwa pembaharuan kepemerintahan merupakan 

transformasi sistem dan organisasi pemerintah secara fundamental dengan tujuan untuk 

menciptakan efektivitas, efisiensi, serta kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam 

berinovasi. Efektivitas dan efisiensi menjadi hal yang sangat krusial dikarenakan semakin 

meningkatnya dinamika, aspirasi, dan tuntutan masyarakat dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) menuju desentralisasi pemerintahan. Sementara itu pemerintah 

dalam melakukan suatu tindakan apapun harus sesuai dengan tujuan filosofis bangsa 

Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.11 Selain itu, efektivitas juga sangat 

berkaitan dengan pencapaian tujuan negara Indonesia termasuk menjadi welfare state, yaitu 

untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sebagaimana diamanatkan 

dalam Undang-undang Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Tentang Perangkat Daerah.12  

Pemerintah daerah pada tingkat provinsi adalah gubernur sedangkan pada tingkat kabupaten 

atau kotamadya adalah bupati atau walikota dan perangkat daerah adalah unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. Dalam hal ini penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas 

pemerintah daerah dan DPRD.13 

Mengacu kepada landasan filosofis dan visi Undang-undang Pemerintahan Daerah, 

pembangunan dan pelayanan lebih diorientasikan oleh dan untuk Daerah dengan regulasi 

dan kontrol pemerintah pusat. Selain itu, globalisasi menuntut adanya daya saing yang 

 
10 Engkus, dkk., Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 

Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati, 2016, hlm. 11. 

http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS%20SOTK%20BARU%20SETWAN%20PROV%20J

ABAR17.pdf, diakses tanggal 15 September 2018. 
11 Nurhidayatuloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi oleh Mahkamah 

Konstitusi dalam Konteks Ketetanegaraan RI”, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 1 Maret 2012, hlm. 

113-135.  
12 Osborne and Plastrik sebagaimana dikutip dalam Engkus, dkk., Analisis…, hlm. 5. 
13 Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan 

Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah” Jurnal Cita Hukum, Vol. II No. 1 Juni 2014, hlm. 1-18. 

http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS%20SOTK%20BARU%20SETWAN%20PROV%20JABAR17.pdf
http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS%20SOTK%20BARU%20SETWAN%20PROV%20JABAR17.pdf


semakin nyata, sehingga diperlukan optimalisasi, efektivitas, efisiensi di segala bidang yang 

ditunjang oleh fleksibilitas birokrasi yang ramping struktur tetapi kaya akan fungsi.14 

Secara prinsipil, dalam konteks organisasi, sekretariat DPRD kabupaten/kota dibentuk untuk 

mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD kabupaten/kota dalam rangka 

meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah, 

dengan memperhatikan pedoman penyusunan organisasi perangkat daerah.15 Dalam hal ini, 

kewenangan untuk menata susunan organisasi dan tata kerja sekretariat DPRD dilakukan 

melalui Perda Kabupaten/Kota. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD yang 

berstatus Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati 

atau walikota atas persetujuan pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.16 Disinilah peran 

perangkat daerah akan diuji dimana pengaturan tentang organisasi sekretariat DPRD 

menjadi kewenangan daerah itu sendiri. Apakah optimalisasi, efektivitas, efisiensi, 

fleksibilitas birokrasi yang kaya akan fungsi ini akan dijalankan dengan sebaik-baiknya atau 

tidak. 

Sebagaimana diamanatkan dalam UUMD3 secara organisatoris susunan organisasi dan tata 

kerja sekretariat DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan peraturan daerah 

kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.17 Dalam hal ini di 

Kabupaten Banyuasin ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan Bupati Banyuasin 

Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peraturan 

ini diundangkan pada tanggal 6 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati 

Banyuasin selaku Pelaksana Tugas Bupati Banyuasin dan telah dicatatkan dalam berita 

daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 167. 

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan 

terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten. Dalam menjalankan fungsnya, secara 

organiatoris sekretariat DPRD Pemereintah Kabupaten Banyuasin terdiri dari: sekretaris 

DPRD, bagian umum dan kepegawaian, bagian keuangan dan anggaran, bagian perundang-

 
14 Engkus, dkk., Analisis…, hlm. 5. 
15 Penjelasan Pasal 420 (1) UUMD3. 
16 Pasal 205, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

 17 Pasal 420 (1) UUMD3. 



undangan, dan bagian persidangan, humas dan dokumentasi.18 Pada setiap bagian juga telah 

dilengkapi dengan sub bagian masing-masing dan dikepalai oleh kepala sub bagian pada 

masing-masing bagian. Secara keseluruhan sekretariat DPRD Banyuasin dipimpin oleh 

sekretaris dimana sekretaris memimpin kesemua bagian dan sub bagian yang ada di dalam 

sekretariat DPRD tersebut di atas. 

2. Wewenang, Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan 

Menurut Mintzberg bahwa wewenang, tugas dan fungsi dapat dibagi ke dalam 5 (lima) 

kategori yaitu: strategic apex, operating core, middle line, technostructure, support staff. 

Kategori pertama strategic apex dilaksanakan oleh pimpinan atau manager tingkat puncak 

dalam suatu organisasi pemerintah, yang diberi tanggung jawab terhadap organisasi itu.19 

Ketegori kedua yaitu operating core yakni untuk untuk melaksanakan secara langsung tugas 

pokok organisasi. Kategori ketiga yaitu middle line dimana fungsi ini pada umumnya 

merupakan fungsi penghubung antara strategic apec dengan operating core. Kategori 

keempat yaitu technostructure dimana fungsi ini untuk merumuskan, membuat standarisasi-

standarisasi atau kebijakan-kebijakan tertentu yang harus dilaksanakan. Kategori terakhir 

yaitu support staff yakni dimana fungsi ini sifatnya memberi dukungan kepada unit-unit 

organisasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.20 

Apabila lihat dari pembagian kategori menurut teori Minzberg tersebut ketika diterapkan ke 

dalam struktur organisasi yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah khususnya berkenaan dengan organisasi yang terdapat 

dalam sekretariat DPRD, maka desain fungsi tersebut dikelompokan secara vertikal 

sebagaimana tingkatan berikut: 1) Sekretaris merupakan fungsi strategic apex. 2) Kepala 

Bagian merupakan fungsi middle line, technostructure, support staff. 3) Subbagian 

merupakan operating core.  

Sebagaimana diungkapkan di atas, sekretaris DPRD sebagai fungsi strategic apex dalam 

ruang lingkup sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab dan berkedudukan sebagai 

pimpinan atau manager tingkat puncak dalam suatu organisasi pemerintah yang disebut 

 
18 Pasal 3, Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi 

dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin. 
19 Engkus, dkk., Analisis…, hlm. 11. 
20 Engkus, dkk., Analisis…, hlm. 8. 



dengan sekretariat DPRD. Untuk menjadi seorang pemimpin pada level sekretaris DPRD 

bukan hal yang mudah dan bukan karena alasan politik praktis, akan tetapi hal ini 

dikarenakan alasan profesionalitas semata. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-

undangan juga dibatasi secara jelas bahwa persoalan kapasitas, kompetensi dan pengalaman 

menjadi hal yang musti dipertimbangkan oleh bupati atau walikota ketika mengusulkan 

seoarang sekretaris DPRD. Selain itu juga jabatan ini hanya tertutup bagi Pegawai Negeri 

Sipil. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUMD3. Pada tingkat 

Kabupaten atau kota: 

“Sekretaris DPRD kabupaten/kota adalah jabatan karier pegawai negeri sipil 

sehingga dalam pengusulan pengangkatan dan pemberhentiannya mengikuti 

ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian. Dalam 

pengusulan pengangkatannya, bupati/walikota mengajukan 3 (tiga) orang calon 

kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapat persetujuan dengan 

memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan, dan pengalaman.”21 

Selain itu terdapat juga penggolongan sekretariat DPRD menjadi tiga tipe yakni tipe A, B 

dan C. Pengkategorian tipe ini semata-mata hanya didasarkan pada fungsi beban kerja 

sekretariat tersebut yang dimulai dari beban kerja besar, sedang dan beban kerja yang kecil. 

Sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat 

DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang besar. Sekretariat DPRD kabupaten/kota 

tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban 

kerja yang sedang. Terakhir, sekretariat DPRD kabupaten/kota tipe C untuk mewadahi 

pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD kabupaten/kota dengan beban kerja yang kecil.22 

Sebagaimana kasus di daerah banyuasin, secara umum tugas dan fungsi sekretaris DPRD 

Kabupaten Banyuasin diatur di dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 

tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Sekretaris DPRD bertugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan  dan keuangan, mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi DPRD kabupaten, dan menyediakan tenaga ahli yang diperlukan dalam 

menjalankan hak dan fungsinya. Dalam menjalankan tugas tersebut, sekretaris DPRD 

kabupaten banyasin menyelenggarakan fungsi: 1) administrasi kesekretariatan DPRD; 2) 

administrasi keuangan DPRD; 3) fasilitasi rapat-rapat pertemuan DPRD; 4) penyediaan dan 

 
21 Penjelasan Pasal 420 (2) UUMD3. 
22 Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. 



pengkoordinasian tenaga ahli; 5) tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya.23 

Dilihat dari kedudukan, tugas dan fungsi DPRD sebagaimana diatur di dalam peraturan 

tersebut di atas, diketahui sekretariat DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam hal 

efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD. Oleh karena itu peran sekretaris sebagai ujung tombak 

jalannya organisasi ini mejadi kunci keberhasilan sekretariat DPRD yang secara langsung 

juga akan berimplikasi pada jalannya DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, 

dan pengawasan. 

 

3. Sekretaris Dewan dalam Mensinergikan antara Dewan Legislatif dan Eksekutif 

di Daerah 

Kreitner dan Kinicki berpendapat bahwa untuk melakukan perubahan dalam organisasi pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu adaptive change, Inovative change, dan 

radically inovative change. Adaptive change lebih menekankan pada penyesuaian terhadap 

perubahan yang terjadi dengan mengadaptasi perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. 

Inovative change, di sisi lain lebih mengedepankan pada pembaharuan yang pada gilirannya 

dapat meningkatkan kinerja organisasi. Terakhir adalah radically inovative change yakni 

perubahan yang dilakukan secara radikal terhadap keseluruhan sistem yang ada dalam 

organisasi.24 Kesemua cara ini memiliki resiko masing masing mulai dari resiko rendah 

sampai dengan resiko yang tinggi. 

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sekretaris DPRD di bawah dan bertangung 

jawab kepada pimpinan DPRD secara teknis operasional, dan dalam waktu yang bersamaan 

juga bertangung jawab kepada bupati/walikota secara administratif. Posisi ini pada satu sisi 

merupakan hal yang menyulitkan namun di sisi lain juga dapat dianggap sebagai peluang 

dan tantangan. Menjadi tantangan oleh karena seoarang sekretaris DPRD harus mampu 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah dalam memediasi dua lembaga 

sekaligus, yakni legislatif dan eksekutif. Menjadi peluang karena jabatan sekretaris DPRD 

ini merupakan jabatan yang sangat setrategis terutama hubungannya dengan menjadi 

 
23 Pasal 4 dan 5 Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 167 Tahun 2016 tentang Struktur 

Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Banyuasin. 
24 Robert Kreiner and Angolo Kinicki, Organizational Behaviour, dalam Engkus, dkk., 

Analisis…, hlm. 18-19. 



mediator antara pemerintah dan dewan. Oleh karena itu, konsekuensi yang harus dihadapi 

bagi seorang sekretaris dewan adalah kualitas yang mumpuni dari seorang sekretaris dewan, 

sehingga sekertaris harus dijabat oleh orang yang benar-benar tepat dan memiliki 

kemampuan yang baik dalam menyelenggarakan keskretariatan administrasi dan keuangan 

dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD dan tanggung jawab administrasi kepada 

pemerintah.25 

Secara praktis, hubungan antara legislatif (DPRD) dengan eksekutif (Pemda) akan 

bersentuhan secara langsung berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang 

masing-masing terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama dalam pembuatan 

Perda26 dan terbitnya Perda tidak terlepas dari keberadaan fasilitasi sekretariat DPRD. Di 

mana, pembuatan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Sekretariat DPRD 

memfasilitasi proses pembuatan draf Raperda melalui penganggaran dan penyusunan 

Naskah Akademik (NA).27 

Secara teori, kedua lembaga itu seharusnya membangun suatu hubungan kerja yang saling 

mendukung, bukan menjadikan satu sama lain sebagai pesaing atau lawan. Namun demikian 

pada ranah factual di lapangan seringkali hal ini berjalan sebaliknya. Dalam praktiknya, 

kerapkali terjadi konflik antara eksekutif dan legislatif dalam pembuatan Perda. Hal ini tidak 

lain karena terjadi tarik menarik kepentingan dalam proses pembahasan dan penetapan 

Perda,28 sehinga akan berakibat pada efisiensi waktu yang kurang efektif dan Perda lambat 

untuk ditetapkan. 

Hal yang tidak boleh luput dari perhatian seorang sekretaris DPRD adalah menganalisis 

beberapa faktor yang memiliki potensi terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah 

daerah dan DPRD terutama dalam hal pembuatan Perda. Hal ini penting oleh karena potensi 

konflik antara kedua lembaga itu sangat besar dalam bidang kewenangan ini. Dalam hal ini 

kelihaian seorang sekretaris dalam menghadapi persoalan dipertaruhkan. Mau ataupun tidak 

 
25 Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif dan Eksekutif Mediasi, 

http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediasi-

legislatif-dan-eksekutif, 8 April 2016 diakses tanggal 17 September 2018. 
26 Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, “Analisis Hubungan Eksekutif dan 

Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah di Kota Palopo”, Government: Jurnal Ilmu 

Pemerintahan, Volume 6, Nomor 1, Januari 2013, hlm. 21-32. 
27 Sekretariat DPRD Mendukung Tugas dan Fungsi Legislatif, Tangerang Online, 26 Mei 2016, 

https://tangerangonline.id/2016/05/26/sekretariat-dprd-mendukung-tugas-dan-fungsi-legislatif/, 

akses tanggal 17 September 2018. 
28 Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, “Analisis Hubungan…” hlm. 21-

32. 

https://tangerangonline.id/2016/05/26/sekretariat-dprd-mendukung-tugas-dan-fungsi-legislatif/


posisi sekretaris berada di antara kedua lembaga ini bukan hanya secara fungsional namun 

juga secara administratif kepegawaian oleh karena hal ini telah menjadi amanah dalam 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk menyikapi hal ini terdapat beberapa faktor yang seringkali menjadi kunci hubungan 

antara legislatif dan eksekutif dan hal ini harus menjadi perhatian utama oleh seorang 

sekretaris dewan dalam menjadi mediator dua lembaga tersebut antara lain:29 

1. Kapasitas dan kapabilitas SDM yang dimiliki oleh DPRD dan pemerintah 

daerah. Peran eksekutif dan legislatif juga menuntut SDM yang berkualitas. 

Salah satu indikator SDM berkualitas adalah tingkat pendidikan. SDM yang 

berkualitas dengan pendidikan yang tinggi akan mampu membantu dalam 

menyelesaikan tugas terutama dalam penyusunan dan pembuatan Perda. Kualitas 

SDM juga ditentukan oleh pengalaman dan masa kerja, karena dengan masa 

kerja yang lebih lama, baik eksekutif maupun legislatif tentunya telah 

berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah 

pemerintahan khususnya dalam pembuatan Perda. Teori yang ada pada bangku 

kuliah tidak akan berfungsi maksimal apabila tidak dibarengi dengan 

pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut. 

2. Komunikasi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam sistem pemerintahan.  Setiap 

aparatur pemerintahan memahami tentang komunikasi, akan tetapi bagaimana 

berkomunikasi secara efektif seringkali mereka abaikan, khususnya dalam 

pembuatan Perda. Misalnya ada suatu pernyataan yang secara umum sepele, 

akan teteapi ketika hal tersebut dilakukan tidak jarang akan menimbulkan 

masalah bahkan konflik antar individu, kelompok maupun kelembagaan. 

 

Untuk mensinergikan antara lembaga legislative dan eksekutif sekaligus merupakan hal 

yang tidak mudah bagi seorang sekretarsi dewan. Buruknya kualitas SDM dan keterampilan 

berkomunikasi antara kedua lembaga tersebut akan sangat berpengaruh pada kinerja DPRD 

secara langsung. Tugas sekretaris untuk memberi fasilitas terhadap DPRD malah akan 

terhambat jika kualitas SDM yang dimiliki tidak seiring dengan kompleksitas persoalan 

yang akan dihadapi pada era teknologi, transparansi dan efisiensi sekarang ini. 

 

 
29 Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, Andi M. Rusli, “Analisis Hubungan…” hlm. 21-

32. 



G. METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian 

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya penelitian ini merupakan penelitian yang 

ditujukan untuk menemukan, mendeskripsikan, termasuk menganalisis, dan mengevaluasi 

perkembangan terkini pengaturan hukum terkait dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia 

melalui pendekatan yuridis normatif dengan tujuan mengkaji hukum, dalam arti 

menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai 

norma-norma hukum tersebut. Maka tahapan-tahapan yang digunakan pada metode 

penelitian hukum ini disusun dan disesuaikan dengan bagan diatas, yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap 1 Proses penemuan masalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum 

ketatanegaraan, karena topik yang dikaji adalah DPRD, maka fokus kajiannya adalah 

hukum dan kebijakan pada level nasional dan lokal. Atas alasan itu, maka metode yang 

digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah metode penelitian dengan 

pendekatan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum; 

2. Tahap 2 Mencari dan Menentukan Konsep dan Teori. Secara paradigmatik, penelitian 

hukum ini dilandasi oleh pemahaman filsafat dan sifat keilmuan ilmu hukum.30 Maka 

penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif atau dogmatik hukum (legal 

dogmatic approach) sebagai ”pendekatan utamanya”, dengan tujuan untuk mengkaji 

 
30Bernard Arief Sidharta. 2001. “Disiplin Hukum: tentang Hubungan antara Ilmu Hukum, Teori 

Hukum dan Filsafat Hukum (state of the arts)”, Makalah, Disampaikan dalam Rapat Tahunan 

Komisi Disiplin Ilmu Hukum, 11-13 Februari, Jakarta, hlm. 9. 



hukum positifnya, dalam arti ”menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, 

menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang berkaitan 

dengan DPRD dan dalam kerangka tatanan atau sistem hukum yang berlaku dan ke 

dalam tatanan kemasyarakatan (social system) yang dalam tatanan itu hukum adalah 

salah satu subsistemnya”.31 Selanjutnya, beberapa pendekatan lainnya yang relevan 

untuk digunakan sebagai pendekatan pendukung dalam upaya memahami dan 

menjelaskan secara lebih utuh persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum 

ini, adalah a) Pendekatan filsafat (philosophy approach); b) Pendekatan sejarah hukum 

(legal historical approach); c) Pendekatan sosiologi hukum; dan d) Pendekatan politik 

hukum (legal policy approach); 

3. Tahap 3 hipotesa. Setelah menemukan atau menentukan konsep dan teori, dan 

membandingkan antara das sollen dan das sein, ius constitutum dan ius constituendum 

yang merupakan hasil dari telaah pustaka maka ditentukan hipotesa yang membutuhkan 

pembuktian; 

4. Tahap 4 menentukan variable. Variable disini tidak dimaknakan sebagaimana variable 

yang biasa dipahami dalam penelitian sosial. Oleh karenanya, tahapan untuk 

mengidentifikasi bagian-bagian yang diperlukan untuk membuktikan hipotesa dengan 

menentukan variabel pokok  dan variabel yang mempengaruhi variabel pokok disini 

didasarkan pada tema penelitian yang diangkat; 

5. Tahap 5 Pembentukan Desain dan Instrumen. Variabel-variabel independen yang 

mempengaruhi variabel pokok tersebut membentuk desain dan instrumen yang 

dibutuhkan dalam penelitian 

6. Tahap 6 Pengambilan Sampling. Penelitian ini, terutama didasarkan atas bahan 

penelitian berupa bahan-bahan yang bersifat normatif-preskriptif, yang diinteraksikan 

dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif. 32 

Bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, digunakan terutama untuk mengkaji 

substansi peraturan hukum positif (ius constitutum), yang berdasarkan kekuatan 

mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier,33  yang terdiri dari:  

 
31H. Ph. Visser’t Hooft. 1988. Filosofie van de Rectswetenschap, Martinus Nijhoff, 

Diterjemahkan oleh Bernard Arief Sidharta. 2001, Filsafat Ilmu Hukum, Laboratorium Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. 
32 Bernard Arief Sidharta. 2000. Op. Cit., hlm. 193. 
33Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm. 52. 



a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: 

norma atau kaedah dasar peraturan dasar, undang-undang, peraturan baik tingkat 

pusat maupun daerah; 

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: 

hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya.  

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus 

hukum, ensiklopedia.34 Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi 

penelitian ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum 

yang dikaji dalam penelitian hukum ini. 

7. Tahap 7 Pengumpulan Data. Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan yang 

bersifat normatif-preskriptif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan 

studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi 

(internet, dll.). untuk itu, lokasi penelitian hukum ini akan dilakukan di Kabupaten 

Banyuasin. 

8. Tahap 7 Temuan (Findings). Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat 

normatif-preskriptif diolah dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan dan 

mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, tataran 

teknis, tataran teleologis, dan tataran sistematisasi eksternal.35 Hasil analisis bahan-

bahan hukum ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (purposive 

interpretation), yaitu penafsiran secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir 

memperhatikan faktor-faktor penting dari konteks aturan yang relevan, yaitu teks, asal-

usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu, perubahan sosial dalam 

masyarakat, serta pandangan dan politik, yang menghasilkan makna akhir yang relevan 

dengan situasi dan kondisi kekinian.36 ; 

9. Tahap 9 Report (Laporan) Hasil Penelitian. Luaran penelitian yang berupa rekomendasi 

ini nantinya akan dipublikasikan melalui Jurnal sehingga dapat dijadikan sebagai 

referensi bagi para pihak yang berkepentingan dan peneliti-peneliti yang akan datang.  

 
34Periksa Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.  2001, Penelitian Hukum Normatif suatu 

Tinjauan Singkat,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 14-15.  
35M. van Hoecke. 1984. Aard en Methode Van de Rechtswetenschap, dalam  Bernard Arief 

Sidharta. 2000. Op. Cit., hlm. 149-153. 
36Dimity Kingsford Smith, 1999, “Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical 

Reasoning and the Public Interest”, Journals of Sidney Law Review, hlm. 7. 



 

H. PEMBIAYAAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dimana bahan-bahan yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini baru didapatkan setelah melaksanakan penelitian di lokasi penelitian. Untuk 

itu kegiatan penelitian ini sebagai bagian dari keseharian tugas staff ahli DPRD Kabupaten 

Banyuasin juga merupakan tugas seorang akademisi. Sehingga alokasi anggaran biaya yang 

digunakan akan dilakukan secara mandiri. 
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Indonesia's constitutional system has a clear separation between the 

judiciary, the legislature and the executive. Likewise, its functions have clear 

boundaries regulated in the legislation. However, in practice, there is an 

institution that has two institutional responsibilities simultaneously, namely 

the Regional People's Representative Council (DPRD) secretariat. Legally, 

the DPRD secretariat led by the DPRD secretary has responsibilities to the 

executive, in this case, the governor or regent on the one hand and the DPRD 

leadership as a legislative body on the other. This generally occurs in 

Indonesia, where the DPRD secretariat institutional system is regulated 

through regulations issued by the executive. This study uses a statute 

approach with a normative juridical method that examines legal products 

related to the secretariat of the DPRD in Indonesia. As a result, it is believed 

that the DPRD secretariat institutional system, which is regulated through 

executive products, violates the higher regulation. Therefore, a fundamental 

change to the executive legal product is crucial to maintaining the DPRD 

secretariat's impartiality in carrying out its duties and authorities. 

©2022; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution-
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INTRODUCTION 

The existence of people's representative institutions in the state administration system in 

Indonesia cannot be separated from the general election. It is a logical consequence of the 

adoption of the principle of people's sovereignty, where the philosophical basis of this 

democratic process is the active role of every citizen in the political process following the 

constitutional mandate to form representative institutions such as the People's Consultative 
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Assembly (MPR), House of Representatives (DPR), and the Regional People's Representative 

Council (DPRD).1 As regulated in the legislation, the legislative body in Indonesia has a two-

chamber system or what is called a bicameral system. This system applies when the legislative 

council has two separate institutions: the House of Representatives and the Regional 

Representatives Council (DPD).2 Unlike in the United States, the senate is a representative of 

the states whose each state is represented by two senators,3 in Indonesia, the senate changed its 

name to the Regional Representatives Council, whose members are representatives of all 

elements of society in the region. Of the thirty-four provinces in Indonesia, each province is 

represented by four DPD members regardless of the province's size.4 Currently, with the 

expansion in Papua, the number of provinces in Indonesia has increased to thirty-seven (37) 

provinces.5 

Basically, there are some basic differences between the DPR and DPD in Indonesia and the 

House of Representatives and the Senate in the United States context. In the United States, the 

power to pass laws belongs to the senate. Meanwhile, the House of Representatives only makes 

the draft.6 This is certainly different from Indonesia, where the authority of the DPR (House of 

Representatives) is greater than the Regional Representative Council (DPD). In Indonesia, the 

DPR has full authority to pass laws. So that the principle of checks and balances where DPR 

members should represent the interests of the people in general in the concept of 'political 

representation and the DPD as a place for regional aspirations, which is reflected in the 

principle of “regional representation”, does not work as it should.7 

At the regional level, the DPR is transformed into the Regional People's Representative 

Assembly (DPRD) at the provincial, district, or city levels. It is regulated in Law no. 23 of 

2014 concerning Regional Government8 which states that the DPRD is a regional people's 

representative institution that is domiciled as an element of regional government administration 

that has legislative, budgetary and supervisory functions within the framework to represent the 

people in their regions where in order to carry out their functions, the Regency/Municipal 

 
1  Dahlan Thaib, “DPRD Dan Otonomi Daerah (Kajian Dari Sudut Pandang HTN),” Millah 1, no. 1 (2001): 80–

85. 
2  L. M. Barlin, House of Representatives Practice (Canberra: Australian Government Publishing Service, 1997). 
3  “Popular Election of Senators,” Seventeenth Amendment, 2019, 

https://www.congress.gov/content/conan/pdf/GPO-CONAN-2017-10-18.pdf. 
4  Miki Pirmansyah, “Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia,” Jurnal Cita 

Hukum 2, no. 1 (2014): 176. 
5  Fitria Chusna Farisa, “RUU Pemekaran Papua Disahkan, Indonesia Punya 37 Provinsi,” Kompas.com, 2022. 
6  R. Guntir Prakoso Dewandaru, Untung Sri Hardjanyo, and Ratna Herawati, “Perbandingan Badan Perwakilan 

Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat,” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 

(2016): 20. 
7  Jamaludin Ghafur, “Penguatan Lembaga DPD Melalui Amandemen Ulang Lembaga MPR,” Jurnal Hukum 

IUS QUIA IUSTUM 14, no. 3 (2007): 366–412, https://doi.org/10.20885/iustum.vol14.iss3.art2. 
8  This Law has been amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second 

Amendment to Law Number 23 of 2014. However, this amendment to this Law is an addendum. 
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DPRD captures the aspirations of the community.9 The legislative function is manifested in the 

formation of regional regulations with the regional head, the budget function is manifested in 

the discussion and approval of the draft regional revenue and expenditure budget (APBD), and 

the supervisory function is realised in supervising the implementation of regional regulations 

and APBD.10 

Meanwhile, other laws also stipulate provisions concerning the Secretariat of the DPRD, 

both the Provincial DPRD and the Regency/Municipal DPRD, namely in Law Number 17 of 

2014, concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the 

Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council (UUMD3). 

Although this Law has been amended three times, namely through Law Number 42 of 2014, 

Law Number 2 of 2018 and Law Number 13 of 2019, these changes are addendum; that is, it is 

only carried out in a patchwork of particular articles, while articles that have not been amended 

remain in effect. The Law states that to support the smooth implementation of the authorities 

and duties of the Regency/Municipal DPRD, a Regency/Municipal DPRD secretariat is formed 

whose Regency/Municipal Regional Regulations stipulate organisational structure and working 

procedures.11 

The derivative of these provisions was then formed Government Regulation Number 18 of 

2016 concerning Regional Apparatus, which organizationally states that the DPRD secretariat 

is part of the existing regional apparatus at the provincial and district/city levels. In addition to 

the DPRD secretariat, as mentioned above, there are also regional secretariats, inspectors, 

offices, agencies, and sub-districts. The DPRD Secretariat, in this case, is an element of 

administrative services and provides support for the duties and functions of the DPRD. The 

DPRD secretariat at the regency/city level is led by a secretary who is responsible for two 

institutions at once, namely the regent/mayor and the head of the regency/city DPRD. 

Technically, the DPRD secretary is under and responsible to the DPRD leadership, and 

administratively the DPRD secretary is responsible to the regent/mayor through the regional 

secretary. 

The position of the DPRD secretary is not only under the leadership of the DPRD but also 

the executive. This makes the DPRD secretary stand on two different legs. This issue seems to 

have been resolved in the realm of theory, but in practice, is it like that? As is the case in 

UUMD3, regional regulations determine the organisational structure and working procedures 

of the DPRD secretariat. However, in practical terms, it is not uncommon to find this 

organisational structure made by the regent or mayor. For example, in Banyasin Regency, 

 
9  Article 149, Law Number 23 of 2014 concerning Local Government jo. Article 365 Law Number 17 of 2014, 

concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional 

Representative Council, and the Regional People's Representative Council (UUMD3). 
10  Bryan Rizky Immanuel Rindengan, Femmy Tulusan, and Joorie Ruru, “Peranan Sekretariat DPRD Dalam 

Mendukung Fungsi DPRD (Studi Di Skretariat DPRD Kota Tomohon),” Jurnal Adminisrtras Publik 4, no. 32 

(2015). 
11  Article 420, UUMD3. 
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South Sumatra, Banyuasin Regent Regulation Number 167 of 2016 concerning Organisational 

Structure and Description of Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of 

Representatives of the Banyuasin Regency Government. In fact, things that should be regulated 

in regional regulations will be regulated through executive regulations. 

After the author conducted a literature review related to the position of the DPRD 

secretariat, the author found several articles that had been published, such as the article written 

by Maharidiawan Putra with the title DPRD Secretariat Adhesive Working Relations of 

Regional Heads and DPRD in Central Kalimantan Province.12 This article discusses the role of 

the regional secretariat in becoming the glue of the working relationship between the regional 

head and the DPRD in Central Kalimantan Province. In this article, the focus of the research is 

on the role of the DPRD secretariat, which is the glue between the relationship between the 

regional head on the one hand and the DPRD on the other. However, this article does not 

discuss how the obstacles are caused by the position of the DPRD secretariat under two 

institutions at once, namely the executive and the regional legislature. 

In addition, Rika Ramadhanti's article entitled The Role of the Secretariat of the Regional 

People's Representative Council in Supporting the Performance of Members of the Regional 

People's Representative Council of Kuantan Singingi Regency discusses the issue of how the 

secretariat administration system, financial administration, implementation of tasks and 

functions, as well as the provision and coordination of the necessary experts by the DPRD in 

Kuantan Sengingi Regency. This article also states that the role of the DPRD secretariat in the 

area has been carried out effectively with the benchmark that the implementation of activities 

has been realised and the meeting or plenary meeting is carried out according to the specified 

schedule.13 However, this article does not discuss the issue of conflict of interest that occurs 

due to the position of the DPRD secretariat under the regional legislative body and the regional 

executive body. Then also, the benchmark used in assessing the success of the regional 

secretariat is that the implementation of the secretariat program is too superficial because it 

does not touch on the discussion of conflicts of interest between institutions. 

After conducting a literature review on the mentioned papers, the author realises that there 

are still unresolved gaps which are also the main issue in this study. What is the position of the 

DPRD secretariat, which is regulated through executive products such as the governor's and the 

regent's regulations, is the correct action and what solutions are needed to address these 

problems in the wider context of Indonesia? This article will focus on the two issues mentioned 

above, which simultaneously become the differentiator and novelty of this research with 

previous research. 

 
12  Maharidiawan Putra, “Sekretariat DPRD Perekat Hubungan Kerja Kepala Daerah Dan DPRD Di Provinsi 

Kalimantan Tengah,” Morality: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (2019): 73–77. 
13  Rika Ramadhanti, “Peran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menunjang Kinerja Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi,” Jurnal Trias Politika 2, no. 2 (2018): 248–

66, https://doi.org/10.33373/jtp.v2i2.1472. 
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RESEARCH METHODS 

The approach used in this study is a statute approach with a normative-juridical14 or doctrinal15 

method. The legal material that is the source of this research is primary legal material which 

examines the laws and regulations related to the position of regional secretariats in Indonesia, 

starting from the highest regulations to regional level regulations. These laws and regulations 

include Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 17 of 2014 

concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the 

Regional Representatives Council, and the Regional People's Representative Council 

(UUMD3) in conjunction with Law Number 42 of 2014 and Law Number 2 In 2018, 

Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus and Regulation of 

the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 104 of 2016 concerning 

Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the Provincial and Regency/City 

Regional House of Representatives, East Java Governor Regulation Number 66 of 2016 

concerning Position, Organisational Structure, Description of Duties and Functions and Work 

Procedures for the Secretariat of the Regional People's Representative Council of East Java 

Province, and Yogyakarta Mayor Regulation Number 94 of 2021 concerning Position, 

Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the Secretariat of the 

Regional People's Representative Council. Then the secondary legal materials of this research 

are written papers in the form of scientific research and articles that discuss the position of the 

DPRD secretariat in Indonesia. In addition, tertiary legal materials are also used to complement 

the reference sources in this study in the form of news from newspapers with a trusted 

reputation, dictionaries and encyclopedias. 

 

ANALYSIS AND DISCUSSION 
Organisational Structure of the DPRD Secretariat in Indonesia  

The organisational structure generally describes the framework of relationships between 

functions, sections, or positions. In addition, the most important thing in this organisational 

structure is a forum for carrying out the authority, responsibility, and reporting system that 

provides stability and continuity that allows the organisation to continue running. Therefore, 

this organisational structure directly shows the organisational hierarchy.16 

Osborne and Plastrik argue that government reform is a fundamental transformation of 

government systems and organisations to create effectiveness, efficiency, and the ability of 

Human Resources (HR) to innovate. Effectiveness and efficiency are crucial due to the 

 
14  Soejono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press, 2013). 
15  Bambang Sunggono, Metode Peneitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1997). 
16  Engkus and DKK, “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati,” 2016, 

http://digilib.uinsgd.ac.id/4047/1/ANALISIS SOTK BARU SETWAN PROV JABAR17.pdf,. 
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increasing dynamics, aspirations, and demands of the community in the context of the Unitary 

State of the Republic of Indonesia (NKRI) towards the decentralisation of government. 

Meanwhile, in carrying out any action, the government must follow the philosophical goals of 

the Indonesian nation as stated in the preamble of the 1945 Constitution.17 In addition, 

effectiveness is closely related to achieving the goals of the Indonesian state, including 

becoming a welfare state, namely to create a just, prosperous and prosperous society, as 

mandated in the Regional Autonomy Law and Government Regulation Number 18 of 2016 

concerning Regional Apparatus.18 

The regional government at the provincial level is the governor. At the district or 

municipal level, it is the regent or mayor, and the regional apparatus is the element of the 

regional administration. The Regional People's Representative Council (DPRD) is a regional 

people's representative institution and is domiciled as an element of regional government 

administration. In this case, the regional administration consists of the regional government and 

the DPRD.19 

Regarding the philosophical foundation and vision of the Regional Government Law, 

development and services are more oriented by and for the Regions with central government 

regulation and control. In addition, globalisation demands increasingly real competitiveness, so 

optimisation, effectiveness, and efficiency are needed in all fields supported by bureaucratic 

flexibility that is lean in structure but rich in functions.20 

In principle, in the organisational context, the secretariat of the DPRD in the scope of the 

province or district/city is formed to support the implementation of the main functions and 

tasks of the provincial or district/city DPRD in order to improve the quality, productivity and 

performance of regional people's representative institutions, taking into account the guidelines 

for the preparation of regional organisation.21 In this case, the authority to organise the 

organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat should be carried out 

in the form of regulations issued by the legislative body, which in this case are Provincial 

Regulations and Regency/City Regional Regulations. 

A secretary leads the DPRD secretariat with the status of a Civil Servant who is appointed 

and dismissed by the decision of the regent or mayor with the approval of the chairman of the 

Regency/City DPRD.22 This is where the role of the regional apparatus will be tested, where 

the regulation of the organisation of the DPRD secretariat becomes the authority of the region 

 
17  Nurhidayatuloh, “Dilema Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks 

Ketetanegaraan RI,” Jurnal Konstitusi 9, no. 1 (2012): 113–35. 
18  Engkus and DKK, “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati.” 
19  Asmawi, “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga 

Legislatif Daerah," Jurnal Cita Hukum 2, no. 1 (2014): 1–18. 
20  Engkus and DKK, “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati.” 
21  Elucidation Article 420 (1) UUMD3. 
22  Article 205, Law Number 23 of 2014 concerning Local Government. 
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itself. Whether or not the optimisation, effectiveness, efficiency, and flexibility of the 

bureaucracy, which is rich in these functions, will be carried out as well as possible. 

 

 

The Practice of Regulating the Organizational Structure of the DPRD Secretariat in 

Indonesia 

The legal rules that make up the organisational structure of the DPRD secretariat in Indonesia 

have almost uniform characteristics and forms of regulation, starting from the structure to the 

duties and functions of the DPRD secretariat. This custom turns out to have the same legal 

basis, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia 

Number 104 of 2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the 

Provincial and Regency/City Regional House of Representatives (Regulation of the Minister of 

Home Affairs No. 104). The thing that distinguishes the organisational structure of the DPRD 

secretariat is the classification of the secretariat into several types: A, B and C. This 

classification is solely based on the secretarial workload, where type A has a large workload, 

type B has a moderate workload, and type C has a small workload. In practice, this type will 

affect the number of sections in the secretariat.23 

In Regulation of the Minister of Home Affairs No. 104, no provision requires that the form 

of regulation governing the DPRD secretariat must be an executive product. However, the facts 

reveal that the existing regulations regarding the secretariat of the DPRD are in the form of a 

governor's regulation at the provincial level and a regent/mayor regulation at the district/city 

level. This can be seen in the regulations in several regions in Indonesia, such as in the 

provinces of East Java, South Sumatra, Central Java and several regencies/cities spread 

throughout Indonesia. This can be seen in table 1 below: 

Table 1: Position, Organisational Structure, Functions and Work Procedures of the DPRD 

Secretariat 

Region 
Form of 

Regulation  
Regulation Number 

Province of East 

Java  

Governor's 

Regulation 

East Java Governor Regulation Number 66 of 2016 concerning Position, 

Organisational Structure, Description of Duties and Functions and Work 

Procedures for the Secretariat of the Regional People's Representative 

Council of East Java Province 

Province of 

Central Java 

Governor's 

Regulation 

Central Java Governor Regulation Number 56 of 2016 concerning the 

Organization and Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's 

Representative Council of Central Java Province 

Province of 

South Sumatra 

Governor's 

Regulation 

South Sumatra Governor Regulation Number 50 of 2016 concerning 

Organisational Structure, Description of Duties and Functions of the 

Secretariat of the Regional House of Representatives of South Sumatra 

Province 

Buton District Regent's 

Regulation 

Buton Regent Regulation Number 17 of 2016 concerning Position, 

Organisational Structure, Duties and Functions, and Work Procedure of the 

 
23  Article 32, Government Regulation Number 18 of 2016 concerning Regional Apparatus. 



Febrian 

               Sriwijaya Law Review ◼ Vol.6 Issue 2, July (2022)    [374] 

Secretariat of the Buton Regency Regional People's Representative Council 

Yogyakarta City Regulation 

of Mayor 

Yogyakarta Mayor Regulation Number 94 of 2021 concerning Position, 

Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of the 

Secretariat of the Regional People's Representative Council 

Cirebon District Regent's 

Regulation 

Cirebon Regent Regulation Number 3 of 2022 concerning Duties, Functions, 

and Work Procedures of the Secretariat of the Regional People's 

Representative Council 

Banyuasin 

District  

Regent's 

Regulation 

Banyuasin Regent Regulation Number 262 of 2020 concerning 

Nomenclature of Organisational Structure, Duties and Functions of the 

Secretariat of the Banyuasin Regional People's Representative Council 

Source: Analysed from the primary source 

 

In table 1, it can be seen that, in general, the forms of rules governing the organisation and 

working procedures of the secretariat of the council in Indonesia are the product of the 

executive, both governors and regents or mayors. In fact, these regulations also regulate the 

position of the secretary of the board, who is under and responsible for two institutions at once. 

On the one hand, the DPRD secretary is under and responsible to the legislative body. In this 

case, is the chairman of the DPRD. On the other hand, the DPRD secretary is also 

administratively responsible to the Governor or Regent/Mayor. This can also be seen in the 

articles as stated in Article 2 of the Regulation of the Governor of East Java Number 66 of 2016 

concerning the Position, Organisational Structure, Description of Duties and Functions, as well 

as the Work Procedure of the Secretariat of the Regional People's Representative Council of 

East Java Province which states that: 

“(1) The DPRD Secretariat is an element of service to the DPRD and provides support for the duties and 

functions of the Provincial DPRD. (2) The DPRD Secretariat is led by a technically operational secretary 

under and responsible to the DPRD leadership and administratively responsible to the governor through 

the Provincial Secretary.” 

A similar position is also found in other regions' regulations, which explicitly state that the 

DPRD secretary is under two institutions simultaneously. 

As mandated in UUMD3, organizationally, the organisational structure and working 

procedures of the DPRD secretariat both at the provincial and district/city levels are determined 

based on regional regulations under the provisions of laws and regulations.24 At the provincial 

level, the DPRD secretariat apparatus is regulated in Article 418, which states that: 

“(1) To support the smooth implementation of the powers and duties of the provincial DPRD, a provincial 

DPRD secretariat is formed whose organisational structure and working procedures are determined by 

provincial and regional regulations under the provisions of laws and regulations; (2) The secretariat of the 

provincial DPRD as referred to in paragraph (1) is led by a secretary of the provincial DPRD who is 

appointed and dismissed by a governor's decision with the approval of the leadership of the provincial 

DPRD; (3) The secretary of the provincial DPRD and the secretariat staff of the provincial DPRD shall 

come from civil servants.”  

 

 
24  Articles 418 and 420 UUMD3. 
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Then for the district/city level, the DPRD secretariat apparatus is regulated in Article 420 of the 

UUMD3, which states that: 

“(1) To support the smooth implementation of the authorities and duties of the Regency/Municipal 

DPRD, a secretariat of the Regency/Municipal DPRD is formed whose Regency/Municipal Regional 

Regulations stipulate organisational structure and working procedures under the provisions of laws and 

regulations; (2) The secretariat of the Regency/Municipal DPRD as referred to in paragraph (1) is led by a 

secretary of the Regency/Municipal DPRD who is appointed and dismissed by the decision of the 

Regent/Mayor with the approval of the leadership of the Regency/Municipal DPRD; (3) The secretariat of 

the regency/municipal DPRD and the secretariat staff of the regency/city DPRD shall come from civil 

servants.” 

 

Basically, it is clearly stated in the regulation that in order to maintain the impartiality of the 

DPRD secretariat, the DPRD support system must be regulated using regional regulations, 

which incidentally are legislative products, not a governor or regent/mayor regulations which 

incidentally are executive products. However, in practice, this turns out to be different where 

the executive at the regional level determines the organisational structure and working 

procedures of the DPRD secretariat. For example, in Banyuasin Regency, this provision is 

regulated in Banyuasin Regent Regulation No. 262 of 2020 concerning Nomenclature of 

Organisational Structure, Duties and Functions of the Secretariat of the Banyuasin Regency 

House of Representatives. This regulation was stipulated and promulgated on Dec 11, 2020, 

which was signed by the Regent of Banyuasin and has been recorded in the Banyuasin District 

Gazette of 2020 Number 262. 

The DPRD Secretariat is an element of administrative services and provides support for the 

duties and functions of the Regency DPRD. In carrying out its functions, organizationally, the 

secretariat of the DPRD of the Banyuasin Regency Government consists of the DPRD 

secretary, the general and staffing section, the finance and budget section, and the legislation 

section, and the court, public relations and documentation section.25 Each section has also been 

equipped with its sub-section and is headed by the head of the sub-section in each section. 

Overall the Banyuasin DPRD secretariat is led by a secretary where the secretary leads all 

sections and subsections within the DPRD secretariat mentioned above. 

 

Authority, Duties and Functions of the Secretariat of the Council 

According to Mintzberg, authority, duties, and functions can be divided into 5 (five) categories: 

strategic apex, operating core, middle line, technostructure, and support staff. The first category 

of the strategic apex is carried out by top-level leaders or managers in a government 

organisation, who are given responsibility for that organisation.26 The second category is the 

operating core, which directly carries out the organisation's main tasks. The third category is 

the middle line, where this function is generally a liaison function between the strategic apec 

 
25  Article 3, Banyuasin Regent Regulation Number 262 of 2020 concerning Nomenclature of Organisational 

Structure, Duties and Functions of the Secretariat of the Banyuasin Regional People's Representative Council. 
26  Engkus and DKK, “Analisis Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Bandung: Fakultas 

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Gunung Djati.” 
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and the operating core. The fourth category is technostructure, which is to formulate and make 

standardisations or certain policies that must be implemented. The last category is support staff, 

where this function is to support other organisational units to achieve organisational goals.27 

If you look at the division of categories according to Minzberg's theory when applied to the 

organisational structure contained in Government Regulation Number 18 of 2016 concerning 

Regional Apparatuses, especially concerning the organisation contained in the DPRD 

secretariat, the design of the function is grouped vertically as follows: ) secretary is a strategic 

apex function. 2) The Head of the Section is a function of the middle line, technostructure, and 

support staff. 3) The subsection is the operating core. 

As stated above, the DPRD secretary, as a strategic apex function within the scope of the 

DPRD secretariat, has the responsibility and position as a top-level leader or manager in a 

government organisation called the DPRD secretariat. To become a leader at the level of DPRD 

secretary is not easy and not for practical political reasons, but this is due to purely professional 

reasons. Therefore, in the legislation, it is also clearly limited that issues of capacity, 

competence and experience must be considered by the regent or mayor when proposing a 

DPRD secretary. In addition, this position is only closed for Civil Servants. This is under the 

provisions contained in UUMD3. At the district or city level: 

“Regency/city DPRD secretary is a civil servant career position so that in proposing his appointment 

and dismissal, he follows the provisions of the legislation in the field of personnel. In proposing his 

appointment, the regent/mayor proposes 3 (three) candidates to the leadership of the regency/city DPRD 

for approval by taking into account the level of rank, ability, and experience.”28 

 

Judging from the position, duties and functions of the DPRD as stipulated in the regulation 

above, it is known that the DPRD secretariat has a very important role in terms of the 

effectiveness of the implementation of DPRD functions. Therefore, the role of the secretary as 

the spearhead of the running of this organisation is the key to the success of the DPRD 

secretariat, which will directly have implications for the running of the DPRD in carrying out 

its legislative, budgetary and supervisory functions. 

In general, the grouping of DPRD secretariat tasks based on function is divided into 

several parts, namely: 1) The section that provides administrative support for the DPRD 

secretariat (General Section); 2) the Section that provides administrative support for DPRD 

planning and finance (Program and Finance Section); 3) The Division that carries out the 

Function of Support for the Implementation of the Duties and Functions of the DPRD in the 

field of legislation (Section for Hearing and Legislation); 4) The section that carries out the 

Function of Supporting the Implementation of the Duties and Functions of the DPRD in the 

field of budgeting and supervision (Budgeting and Supervision Facilitation Section).29 

 
27  Engkus and DKK. 
28  Elucidation Article 420 (2) UUMD3. 
29  Attachment to the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 104 of 

2016 concerning Guidelines for the Nomenclature of the Secretariat of the Provincial and Regency/City 

Regional People's Representative Council. 
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Based on the sections above, it can be seen that the secretariat function of the DPRD has a 

very crucial role, especially in terms of Support for the Implementation of the Duties and 

Functions of the DPRD in the field of legislation (Section of Trials and Legislation).   This can 

be interpreted that all legal products that will or are being processed by the DPRD are known 

directly by the DPRD secretariat. There is no boundary between the DPRD secretariat and the 

DPRD leadership. Therefore, it would be very unethical when the accountability 

(administratively) of the DPRD secretariat is still linked to the executive, in this case, the 

governor or regent/mayor. In these regulations, it is not explained further what is meant by 

administrative responsibility. 

Even more interesting is the Yogyakarta Mayor's Regulation Number 94 of 2021 

concerning the Position, Organisational Structure, Duties, Functions, and Work Procedures of 

the Secretariat of the Regional People's Representative Council. In Article 2, it is expressly 

stated that: “(1) The DPRD Secretariat is located under and is responsible to the Mayor through 

the Regional Secretary; (2) The DPRD Secretariat as referred to in paragraph (1) is led by the 

DPRD Secretary.” In the context of this mayoral regulation, there is no longer any separation, 

whether “technically operational” or “administratively.” Therefore, it will be very difficult to 

maintain the impartiality of the DPRD secretariat simultaneously. Their position is still directly 

bound by the executive. There may be violations of the Law committed by certain elements 

within the scope of the DPRD secretariat.30 

 

Secretariat of the Council in Synergizing between the Legislative and Executive Councils 

in the Regions  

As mentioned above, the DPRD secretary is under and responsible to the DPRD chairman 

technically and operationally. At the same time, they are administratively responsible to the 

regent/mayor. This position, on the one hand, is a difficult thing, but on the other hand, it can 

also be seen as an opportunity and a challenge. It becomes a challenge because a DPRD 

secretary must be able to carry out his duties and functions as a regional apparatus in mediating 

two institutions at once, namely the legislature and the executive. This is an opportunity 

because the position of DPRD secretary is very strategic, especially concerning being a 

mediator between the government and the council. Therefore, the consequence that a secretary 

of the council must face is the quality of a secretary the council. So the secretary must be held 

by a truly appropriate person who has good abilities in carrying out administrative and financial 

secretariats in supporting the duties and functions of the DPRD and administrative 

responsibility to the government.31 

 
30  Arli Fauzi, “Telaah Yuridis Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pada 

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum 9, no. 17 (2013), https://doi.org/doi: 

https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.250. 
31  “Asosiasi Sekretaris DPRD Mantapkan Peran Mediasi Legislatif Dan Eksekutif Mediasi,” tribunnews, 2016, 

http://pontianak.tribunnews.com/2016/04/08/asosiasi-sekretaris-dprd-mantapkan-peran-mediasi-legislatif-dan-

eksekutif. 
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Practically, the relationship between the legislature (DPRD) and the executive (local 

government) will be in direct contact with the implementation of their respective duties and 

authorities, especially in the areas of tasks that are a common concern in making local 

regulations and issuing local regulations,32 which cannot be separated from the existence of the 

DPRD secretariat facilitation. Where the drafting of the Draft Regional Regulation (Raperda) 

The DPRD Secretariat facilitates the process of making the Raperda draft through budgeting 

and the preparation of the Academic Paper (NA).33 

In theory, the two institutions should build a mutually supportive working relationship, not 

make each other competitors or opponents. However, in the factual realm in the field, this often 

goes the other way. In practice, there is often a conflict between the executive and the 

legislature in making local regulations. This is none other because there is a tug of war of 

interest in the process of discussing and enacting regional regulations,34 so that it will result in 

less effective time efficiency and regulations that are slow to enact. 

One thing that should not escape the attention of a DPRD secretary is to analyse several 

factors that have the potential for a conflict of interest between the regional government and the 

DPRD, especially regarding making regional regulations. This is important because the 

potential for conflict between the two institutions is very large in this authority area. In this 

case, the skills of a secretary in dealing with problems are at stake. Like it or not, the position 

of the secretary is between these two institutions, not only functionally but also 

administratively personnel, because this has become a mandate in the legislation. To address 

this, several factors are often the key to the relationship between the legislature and the 

executive, and this must be the main concern of a secretary of the council in becoming a 

mediator between the two institutions, including:35 (1) The capacity and capability of human 

resources owned by DPRD and local government. The role of the executive and the legislature 

also demands quality human resources. One indicator of quality human resources is the level of 

education. Qualified human resources with high education will be able to assist in completing 

tasks, especially in preparing and making regional regulations. The quality of human resources 

is also determined by experience and tenure. With a longer tenure, the executive and the 

legislature must have experience dealing with and solving government problems, especially in 

making regional regulations. The theory that exists in college will not function optimally if it is 

not accompanied by qualified experience in the field. (2) Communication between the Regional 

Government and DPRD in the government system. Every government apparatus understands 

communication, but they often ignore how to communicate effectively, especially in making 

 
32  Adithia Anbar Perkasa, Rabina Yunus, and Andi M. Rusli, “Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif 

Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Di Kota Palopo,” Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan 6, no. 1 (2013): 

21–32. 
33  “Sekretariat DPRD Mendukung Tugas Dan Fungsi Legislatif,” Tangerang Online, 2016. 
34  Perkasa, Yunus, and Rusli, “Analisis Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Daerah 

Di Kota Palopo.” 
35  Perkasa, Yunus, and Rusli. 
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local regulations. For example, a statement is generally trivial, but when it is done, it will often 

cause problems and even conflicts between individuals, groups and institutions. 

To synergise between the legislative and executive institutions at the same time is not an 

easy thing for a council secretary. The poor quality of human resources and communication 

skills between the two institutions will directly affect the performance of the DPRD. The 

secretary's duty to provide facilities to DPRD will be hampered if the quality of human 

resources owned is not in line with the complexity of the problems that will be faced in the 

current era of technology, transparency and efficiency. 

 

CONCLUSION 

The DPRD Secretariat has an urgent role in the functions of the council and executive 

institutions. In order for the government to run effectively, the two institutions must be able to 

synergise well. However, the problems in the field are sometimes more complex than the 

theory that can only be obtained in education. Therefore, two things must be considered when 

dealing with situations like this. First, the legal basis owned by the board's secretariat must be 

consistent with the applicable laws and regulations. As mandated in UUMD3, organizationally, 

the organisational structure and working procedures of the DPRD secretariat must be regulated 

through regional regulations, which incidentally are legislative products. This is to maintain the 

independence of the council secretary in carrying out his duties to serve all the interests of the 

legislative body in the region. In addition, DPRD products in the form of regional regulations 

have a stronger position than executive products in the form of Regent or Mayor regulations. 

Regional regulations are directly contained in Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning 

the Formation of Legislations, where provincial and regional regulations are directly under 

presidential regulations, while district or city regional regulations are under provincial and 

regional regulations. With a strong legal basis, the functions and roles of the council's 

secretariat will be maximal and clear than other legal products. This is crucial because the 

position of the council's secretariat, which is actually an element of the legislative body, 

directly intersects with the executive. In this case, the principle of checks and balances between 

the legislature and the executive must be properly maintained for an effective and efficient 

legal order and state administration in the region. 
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